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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa selama ini pemerintah daerah lebih banyak
menggunakan pendapatan daerah dan sumber dana daerah untuk keperluan belanja operasi dari pada
belanja modal. Selain itu, masih banyak sumber dana daerah yang masih kurang dialokasikan untuk
belanja modal. Padahal jika dilihat dari segi manfaat, pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal
sangat bermanfaat dan produktif dalam memberikan pelayanan kepada publik dan kesejahteraan
masyarakat. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap belanja modal? (2) Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil,
dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal?
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik dokumentasi, studi kepustakaan, dan
web searching. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di
Provinsi Jawa Timur periode 2014-2015 yang berjumlah 76 Kabupaten dan Kota, dan dianalisis
menggunakan regresi linier berganda dengan software SPSS for windows versi 23. Kesimpulan hasil
peneltian ini adalah (1) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. (2)
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran, belanja modal

I. PENDAHULUAN harapan dapat dilaksanakan secara

Kebijakan tentang otonomi daerah
di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI),
Undang-Undang (UU) telah

membawa konsekuensi tersendiri bagi

yang dikukuhkan
dengan
melaksanakan

daerah  untuk  bisa

pembangunan disegala bidang, dengan
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mandiri oleh daerah. Kebijakan tersebut
dicanangkan oleh Pemerintah melalui UU
Nomor 22 Tahun 1999
Pemerintah Daerah yang direvisi dengan
UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU

tentang

Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara
simki.unpkediri.ac.id
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Pemerintah Pusat dan Daerah yang
direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun
2004.

Anggaran  daerah  merupakan
rencana keuangan yang menjadi dasar
dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di
Indonesia, dokumen anggaran daerah
disebut Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), baik untuk
propinsi maupun kabupaten dan kota.
Proses penyusunan anggaran pasca
Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan
Undang-Undang No. 32 tahun 2004
melibatkan dua pihak : eksekutif dan
legislatif, masing-masing melalui sebuah
tim atau panitia anggaran. Adapun
eksekutif sebagai pelaksana
operasionalisasi  daerah  berkewajiban
membuat draft/rancangan APBD, yang
hanya bisa diimplementasikan kalau
sudah disahkan oleh DPRD dalam proses
ratifikasi anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) terdiri dari tiga
komponen utama, yaitu unsur
penerimaan, belanja rutin dan belanja
pembangunan.  Sumber  penerimaan
daerah terdiri atas Pendapatan Asli
daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain
pendapatan yang sah. Pendapatan Asli
Daerah terdiri atas hasil pajak daerah,
hasil retribusi dan lain-lain Pendapatan
Asli  Daerah yang Sah. Dana

perimbangan merupakan sumber
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pendapatan daerah yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk mendukung pelaksanaan
kewenangan Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan tugas dan
tanggungjawabnya untuk dapat
memberikan  pelayanan publik  dan
meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya.  Dana  perimbangan
tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil,
Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus. Dana Bagi Hasil sebagai salah
satu komponen dana perimbangan
merupakan dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah berdasarkan angka
presentase tertentu untuk mendanai
kebutuhan  daerah  dalam  rangka
(Ahmad,

2002). Dana Bagi Hasil yang ditransfer

pelaksanaan  desentralisasi
pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah terdiri dari dua jenis, yaitu Dana
Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil
bukan pajak (Sumber Daya Alam).
Daerah yang memiliki kekayaan alam
dan penghasilan pajak akan memiliki
penerimaan daerah yang bersumber dari
hasil pengelolaan sumber-sumber
tersebut oleh pemerintah pusat untuk
membiayai belanja
(Nazarullah, 2011). Hasil dari
pengelolaan  sumber daya tersebut

daerahnya

dialokasikan kepada daerah-daerah dalam
bentuk Dana Bagi Hasil dengan

simki.unpkediri.ac.id
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mengunakan prinsip by origin (daerah
penghasil) serta melihat realisasi dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

Wahyuni dan  Pryo  (2009)
menyebutkan bahwa “Dana Bagi Hasil
(DBH) merupakan sumber pendapatan
daerah yang cukup potensial dan
merupakan salah satu modal dasar
pemerintah daerah dalam mendapatkan
dana pembangunan dan memenuhi
belanja daerah selain yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
Khusus (DAK)”. Armayani dalam Halim
(2004), menyatakan bahwa peran
pemerintah di dalam pembangunan
adalah sebagai katalisator dan fasilitator,
karena pihak pemerintahlah yang lebih
mengetahui sasaran tujuan pembangunan
yang akan dicapai. Sasaran dan tujuan
kegiatan pembangunan dan
perekonomian daerah dalam rangka
desentralisasi dapat diwujudkan dengan
mengeluarkan belanja daerah dimana
penerimaan dalan pengeluaran belanja
dapat diterima dari Dana Bagi Hasil dan
dikeluarkan dengan anggaran, alokasi dan
proporsi yang tepat.

Dalam beberapa tahun berjalan,
proporsi Dana Bagi Hasil terhadap
penerimaan daerah masih cukup tinggi.
Hal ini menunjukkan masih tingginya

ketergantungan ~ pemerintah  daerah
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terhadap pasokan dana dari pemerintah
pusat ini. Namun demikian, dalam jangka
panjang, ketergantungan semacam ini
harus semakin kecil. Selain dari PAD dan
transfer dari pusat untuk membiayai
kegiatannya, = Pemda  juga  dapat
memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
SiLPA adalah selisin lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

Penelitian mengacu pada penelitian
sebelumnya tentang Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana
Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian
Anggaran  Belanja ~ Modal  Pada
Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah. Hasilnya adalah pertumbuhan
ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan
Dana Alokasi Umum berpengaruh positif
terhadap belanja modal (Darwanto dan
Yustikasari 2007). Penelitian lainnya
yaitu Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,
Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal
Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I
Yogyakarta. Hasilnya adalah Pendapatan
Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan
Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif
terhadap alokasi belanja modal (Sumarmi
2011). Dan penelitian tentang Pengaruh
Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan
Dana Perimbangan terhadap belanja

simki.unpkediri.ac.id
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modal. Hasilnya adalah Sisa Anggaran,

Pendapatan Sendiri dan Dana

Perimbangan  berpengaruh

(Abdullah dan Rona

terhadap
belanja modal
2014).

Belanja modal dapat menunjang
kesejahteraan masyarakat dan
meningkatkan pelayanan publik dalam
membentuk karakter daerah yang mandiri
(Mardiasmo, 2009). Untuk meningkatkan
daerah,

kesejahteraan masyarakat di

pemerintah pusat terus menghimbau

pemerintah  daerah  (pemda) agar

persentasi modal  terus

ditingkatkan

belanja
sebesar 30  persen.
Persentase tersebut bahkan lebih tinggi
dua persen daripada target untuk 2013
yaitu 28 persen. Namun masih banyak
pemda yang merasa Kkesulitan untuk
target (Ditjen
Daerah Kemendagri:2013).
modal

mencapai tersebut

Keuangan

Belanja dapat  menunjang

kesejahteraan masyarakat dan

meningkatkan pelayanan publik dalam
membentuk karakter daerah yang mandiri
(Mardiasmo, 2009). Untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di daerah,

pemerintah pusat terus menghimbau

pemerintah  daerah  (pemda) agar

persentase modal  terus

ditingkatkan

belanja

sebesar 30  persen.
Persentase tersebut bahkan lebih tinggi
dua persen daripada target untuk 2013

yaitu 28 persen. Namun masih banyak
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pemda yang merasa Kkesulitan untuk
(Ditjen
Keuangan Daerah Kemendagri:2013).

mencapai  target  tersebut
Berdasarkan uraian diatas, penulis

tertarik untuk melakukan pengujian
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap
Alokasi Belanja Modal dalam APBD
Pemerintah  Kabupaten/Kota Se-Jawa
Timur Periode 2014 — 2015, dalam
skripsi yang berjudul :

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap
Alokasi Belanja Modal dalam APBD
Pemerintah

Timur Periode 2014 —2015”.

Kabupaten/Kota Se-Jawa

. METODE PENELITIAN

A. Variabel Penelitian
1. ldentifikasi Variabel penelitian
“Variabel adalah

suatu atribut atau sifat atau nilai dari

penelitian

orang, obyek atau kegiatan yang

mempunyai variasi tertentu yang
ditetapkan oleh  peneliti  untuk
dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya (Sugiyono,
2013:61)”.

Adapun variabel yang
digunakan dalam penelitian ini
terdiri dari :

simki.unpkediri.ac.id
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a. Variabel Bebas

“Variabel bebas atau variabel
independent adalah variabel yang
mempengaruhi atau yang menjadi
sebab perubahannya atau timbulnya
variabel terikat atau dependent
(Sugiono, 2013:61)”. Dalam
penelitian ini variabel bebas yang
digunakan adalah Pendapatan Asli
Daerah, Alokasi Dana Umum, Dana
Bagi Hasil, dan Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran.
b. Variabel Terikat

“Variabel terikat atau
variabel dependent adalah variabel
yang dipengaruhi atau yang menjadi
akibat, karena adanya variabel bebas
atau variabel independent (Sugiyono,
2013:61)”. Dalam Penelitian ini
variabel terikat yang digunakan
adalah Belanja Modal.
Definisi Operasional Variabel
a. Belanja Modal

“Belanja Modal merupakan
pengeluaran anggaran untuk
perolehan asset tetap dan asset
lainnya yang memberi manfaat lebih
dari satu periode akuntansi (PP No.
71 Tahun 2010)”. Belanja modal
meliputi  belanja modal untuk
perolenan tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan,
irigasi dan jaringan serta untuk

perolehan asset tetap lainnya.

Indikator belanja modal dapat
diukur dengan menggunakan rumus
(PP No. 71 Tahun 2010) :

Belanja Modal =

Belanja Tanah + Peralatan dan mesin +
Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja
Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset

Tetap Lainnya.

b. Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan sumber
penerimaan daerah asli yang digali di
daerah tersebut untuk digunakan
sebagai modal dasar pemerintahan
daerah dalam membiayai
pembangunan  dan  usaha-usaha
daerah untuk memperkecil
ketergantungan dana dari
pemerintahan pusat. Yang tercantum
dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal
6 ayat (1) PAD bersumber dari Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan

yang Sah yang dirumuskan :

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah
+ hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan + Lain—

lain Pendapatan yang Sah

Nilla Yulian Dwi Anggi | 13.1.02.01.0048 simki.unpkediri.ac.id
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c. Dana Alokasi Umum

DAU jumlah dana yang di
transfer pemerintah pusat kepada
pemerintahan daerah yang bersumber
dari pendapatan APBN. Tujuan DAU
jlalah yang dialokasikan dengan
tujuan  pemerataan  kemampuan
keuangan antara daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.
DAU untuk masing-masing daerah
kabupaten/kota dapat dilihat dari pos
dana perimbangan dalam Laporan
Realisasi APBD.
d. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan
dana  yang bersumber  dari
pendapatan APBN yang
dibagihasilkan kepada daerah
berdasarkan angka presentase
tertentu.  Pengukurannya  diukur
dengan :

DBH = DBHP + DBHS

Keterangan:
DBH = Dana Bagi Hasil
DBHP = Dana Bagi Hasil Pajak
DBHS = Dana Bagi Hasil SDA
e. Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran

Sisa  Lebih  Pembiayaan

Anggaran (SiLPA) merupakan sisa

dalam pembiayaan anggaran tahun

sebelumnya. SiLPA dihitung dari :

SILPA =

daerah

T. pemasukan daerah — T. pengeluaran

Total pemasukan daerah
mencakup penerimaan PAD, dana
perimbangan (DAU dan DAK),
penerimaan lain-lain  pendapatan
daerah yang sah, penghematan
belanja, dan sisa dana kegiatan
lanjutan. Total pengeluaran daerah
terdiri dari belanja pegawai, belanja
modal, belanja administrasi umum,
belanja operasional dan
pemeliharaan, belanja bagi hasil dan
bantuan keuangan, dan belanja lain-
lain.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan penelitian
kuantitatif.

. Teknik Penelitian

Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian kausal.

Populasi Penelitian

Populasi pada penelitian ini
adalah seluruh Kabupaten/Kota di
Jawa Timur berdasarkan data dari
kementrian ~ keuangan  Republik
Indonesia direktorat jenderal

perimbangan keuangan yaitu

Nilla Yulian Dwi Anggi | 13.1.02.01.0048 simki.unpkediri.ac.id
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sebanyak 38 Kabupaten/Kota. Data
yang digunakan adalah selama dua
tahun, mulai tahun 2014 sampai
dengan 2015.
. Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini sampel
yang  digunakan  adalah 38
Kabupaten/Kota di Jawa Timur
dengan data tahunan realisasi
Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil,
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran,
dan Pengalokasian Belanja Modal.
Dalam penelitian diambil 2 tahun
terakhir APBD Kabupaten/Kota di
Jawa Timur yaitu 2014 - 2015.

Penentuan sampel dalam
penelitian ini dilakukan dengan jenis
Non Probability Sampling. Non
Probability Sampling jenis sampel
ini tidak dipilih secara acak. Teknik
Non Probability Sampling yang
dipilih yaitu dengan Sampling Jenuh
(sensus) vyaitu metode penarikan
sampel bila semua anggota populasi
dijadikan sebagai sampel.

. Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam
penelitian ini menggunakan analisis
regresi linier berganda. Dalam
analisis regresi linier berganda ini
parameter yang digunakan adalah
koefisien determinasi, uji T dan uji

F. Sebelum uji regresi linier
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berganda dilakukan, terlebih dahulu
data diuji dengan uji asumsi klasik
untuk memastikan model regresi
yang digunakan tidak terdapat
masalah normalitas,
multikolinearitas,heteroskedastisitas,
dan autokorelasi. Jika terpenuhi,
model analisis tersebut berarti layak
digunakan, Ghozali  (2013:105).
Model regresi yang digunakan

adalah:

Y =Po+ Bl X1 +B2X2+B3X3+BaXate

Keterangan:
Y = Belanja Modal
Bo = Konstanta

B1, B 2, B 3, B 4= Koefisisen regresi

variabel

X1 = PAD

X2 = DAU

X3 = DBH

X4 = SiLPA

€ = Standart Error

1. HASIL DAN KESIMPULAN
A. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan
untuk menguji apakah dalam
model regresi, variabel
pengganggu atau residual
mempunyai distribusi normal atau
tidak, Ghozali (2013:160). Hasil

simki.unpkediri.ac.id
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Frequency

uji normalitas dengan grafik
histogram dan grafik normal
probability plot dengan dasar
pengambilan  keputusan grafik
histogram, jika bentu pola yang
simetris, distribusi data tidak
menceng ke kanan atau ke Kiri,
maka dapat dinyatakan data
berdistribusi normal dan untuk
dasar pengambilan  keputusan
grafik normal probability plot
adalah  jika data menyebar
disekitar garis diagonal dan
mengikuti arah garis diagonal
menunjukkan  pola  distribusi
normal, maka model regresi

memenuhi asumsi normalitas.

Histogram

Dependent Variable: Belanja Modal

lean = 9,34E-16
204 Std_Dev. = 0973
N=76

T T T T T
3 2 g 1 2 3
Regression Standardized Residual

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Belanja Modal

0,5

o
®

Expected Cum Prob
o

0,2

00

T T
0,0 02 04 05 08 10

Observed Cum Prob
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Sumber : Sumber: Output IBM
SPSS Versi 23

Untuk mendeteksi normalitas dapat
dilakukan pola melalui analisis
statistik yang salah satunya dapat
dilihat melalui kolmogorov-smirnov
test (K-S).

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardi
zed

Residual

N 76

Normal Mean ,0000000
Parametersa®  gyq.

Deviatio 58918,5047

n 5079

Most Extreme  Absolute ,068

Differences Positive ,068

Negative -,055

Test Statistic ,068

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200¢d

Berdasarkan tabel di atas,
hasil  pengujian  kolmogorov-
smirnov  menunjukkan  nilai
signifikan asymp. sig. (2-tailed)
lebih besar dari taraf signifikan
yang ditetapkan sebesar 0,05 atau
5%, vyaitu 0.200. Jadi dapat
disimpulkan bahwa  semua
variabel yang digunakan dalam
penelitian  berdistribusi normal,
sehingga data layak digunakan.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan
unutk menguji apakah dalam satu
model linier berganda ada korelasi
antara kesalahan pengganggu pada

periode t dengan kesalahan periode

simki.unpkediri.ac.id
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t-1 (sebelumnya). Jika terjadi
korelasi, maka dinamakan ada
problem  autokorelasi.  Untuk
mendeteksi autokorelasi dilakukan
uji statistik melalui uji Durbin-
Watson (DW test). Apabila DW
test jatuh di daerah bebas
autokorelasi, maka dalam model
regresi  tersebut tidak terjadi
masalah autokorelasi.

Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary®

Model Durbin-Watson

1 1,878

Sumber : Output IBM SPSS
Versi 23

Menurut Ghozali (2011:11)
“dengan melihat Durbin-Watson
dengan ketentuan dy < d < 4 - du,
jika nilai d antara dy dan 4 - du

berarti bebas dari autokorelasi.

Berdasarkan tabel di atas nilai d
1.878 lebih besar dari nilai du
1.7399 dan kurang dari 4 — 1.7399
= 2.2601 atau 1.7399 < 1.878 <

2.2601, sehingga model regresi
tersebut sudah bebas dari masalah

autokorelasi.

3. Uji Multikolonieritas

Uji ini bertujuan apakah
pada model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel
independen. Pada model regresi

yang baik seharusnya antar

variabel independen tidak menjadi
korelasi. Untuk mendeteksi ada
tidaknya multikolinieritas dalam
model regresi dapat dilihat dari
tolerance value atau variance
inflation factor (VIF). Apabila
nilai cut off tolerance < 0,10 dan
VIF > 10 berarti terdapat
multikolinieritas.

Hasil Uji Multikolonieritas

Collinearity Statistics
Model Tolerance VIF
1 (Constant)
PAD ,243 4,117
DAU ,885 1,129
DBH ,845 1,183
SIiLPA ,228 4,380

a. Dependent Variable: Belanja Modal
Sumber : Output IBM SPSS Versi

23

Berdasarkan variabel di atas
menunjukkan  variabel PAD
mempunyai  tolerance  sebesar
0.243 dan nilai VIF = 4.117,
variabel DAU mempunyai nilai
tolerance sebesar 0.885 dan nilai
VIF = 1129, variabel DBH
mempunyai  tolerance  sebesar
0.845 dan nilai VIF = 1.183, dan
variabel SiLPA mempunyai nilai
tolerance sebesar 0.228 dan nilai
VIF = 4.380. Hal ini berarti tidak
ditemukan adanya Kkorelasi antar
variabel bebas  (independen)
dengan tidak ada satupun variabel
bebas yang memiliki nilai cut off

tolerance >0.10 dan nilai VIF <10,

Nilla Yulian Dwi Anggi | 13.1.02.01.0048 simki.unpkediri.ac.id
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sehingga dapat disimpulkan bahwa Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

tidak ada masalah multikolinieritas Coefficients?

antar variabel bebas dalam model Oreandardsed
regresi. Coefficients

.. .. Model B Std. Error
4. Uji Heteroskedastisitas 1 (Constant) | 37728,201| 23977,007
Uji hesteroskedastisitas PAD 409 ,027
. B DAU 151 ,026
bertujuan untuk menguji apakah DBH 210 047
dalam model regresi terjadi SILPA 524 106

Sumber : Output IBM SPSS Versi 23
Berdasarkan tabel di atas, maka

ketidaksamaan variance dari

residual atau pengamatan ke
. . dapat diperoleh persamaan regresi
pengamatan lain. Model regresi
. . linier berganda sebagai berikut:
yang baik adalah yang terjadi

+0,524 SiLPA
hesteroskedastisitas. :
Persamaan regresi tersebut
Scatterplot

| Dependent Variable: Belanja Modal mempunyai arti sebagai berikut :
I 1. Konstanta = 37728,201
ke, . Nilai tersebut
-'E 008830 o® @ . . - .-
G %ébf%%o o . mengindikasikan ~ bahwa  jika
E - OUD o§2§)o © ’ -
87 g, °° variabel PAD, DAU, DBH, dan
N SiLPA bernilai tetap maka variabel

' : I z ; belanja ~ modal  mengalami

Regression Standardized Predicted Value

perubahan sebesar 37728,201.
2. Koefisien X1=10,409

Nilai tersebut

Gambar 4.3 Grafik Scatterplot
Sumber : Output IBM SPSS Versi 23
B. Analisis Regresi Linier Berganda
. ) L mengindikasikan ~ bahwa  jika
Hasil  perhitungan  analisis
o . variabel PAD mengalami
regresi linier berganda dapat dilihat

da tabel 4 berikut peningkatan sebesar satu satuan,
pada tabel 4 berikut :

sedangkan variabel DAU, DBH,
dan SiLPA tetap, maka
menyebabkan kenaikan belanja
modal sebesar 0,409. Namun
sebaliknya jika variabel PAD
mengalami penurunan satu satuan

Nilla Yulian Dwi Anggi | 13.1.02.01.0048 simki.unpkediri.ac.id
Ekonomi - Akuntansi [ 9]l



Simki-Economic Vol. 01 No. 06 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

dengan asumsi bahwa variabel
DAU, DBH, dan SiLPA tetap
maka akan menurunkan variabel
belanja modal sembesar 0,409.
. Koefisien X; = 0,151

Nilai tersebut
mengindikasikan ~ bahwa  jika
variabel DAU
peningkatan sebesar satu satuan,
sedangkan variabel PAD, DBH,
dan SiLPA tetap, maka

menyebabkan kenaikan belanja

mengalami

modal sebesar 0,151. Namun
sebaliknya jika variabel DAU
mengalami penurunan satu satuan
dengan asumsi bahwa variabel
PAD, DBH, dan SiLPA tetap maka
akan menurunkan variabel belanja
modal sembesar 0,151.
. Koefisien X3 = 0,210

Nilai tersebut
mengindikasikan  bahwa  jika
variabel DBH
peningkatan sebesar satu satuan,
sedangkan variabel PAD, DAU,
dan SiLPA tetap, maka

mengalami

menyebabkan kenaikan belanja
modal sebesar 0,210. Namun
sebaliknya jika variabel DBH
mengalami penurunan satu satuan
dengan asumsi bahwa variabel
PAD, DAU, dan SiLPA tetap maka
akan menurunkan variabel belanja

modal sembesar 0,210.

5. Koefisien X4 = 0,524
Nilai tersebut
mengindikasikan ~ bahwa  jika
SIiLPA
peningkatan sebesar satu satuan,
sedangkan variabel PAD, DAU,
dan DBH tetap, maka

variabel mengalami

menyebabkan kenaikan belanja
modal sebesar 0,524. Namun
sebaliknya jika variabel SiLPA
mengalami penurunan satu satuan
dengan asumsi bahwa variabel
PAD, DAU, dan DBH tetap maka
akan menurunkan variabel belanja

modal sembesar 0,524.

C. Koefisisen Determinasi

Berikut ini adalah hasil dari uji
koefisien determinasi (R? yang
digunakan untuk mengukur seberapa
jauh  kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel terikat.

Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary®

Model] R R Square

Adjusted R Square

1 ,9822 ,965

,963
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Sumber : Output IBM SPSS Versi 23

Berdasarkan  tabel diatas,
diperoleh nilai adjusted R? sebesar
0.963. Dengan
menunjukkan bahwa PAD, DAU,
DBH, dan SiLPA
menjelaskan belanja modal sebesar

demikian

mampu

96.3% dan sisanya vyaitu 3.7%
dijelaskan oleh variabel lain yang
tidak diuji dalam penelitian ini.

simki.unpkediri.ac.id
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D. Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis pada
penelitian ini dilakukan dengan dua
tahap, yaitu uji:
1. Uji t (Uji Parsial)

Berikut ini adalah hasil
pengujian hipotesis secara parsial
dengan menggunakan uji t yang
nilainya akan dibandingkan dengan
taraf signifikansi sebesar 0,05 atau

5% :

Hasil Uji t (Uji Parsial)

Model t Sig.

1 (Constant) 1,574 ,120
PAD 15,132 ,000
DAU 5,730 ,000
DBH 4,453 ,000
SiLPA 4,937 ,000

Sumber : Output IBM SPSS Versi
23
Berdasarkan hasil
perhitungan  dalam di  atas
diperoleh hasil sebagai berikut :
a. Pengujian hipotesis 1
Berdasarkan hasil
perhitungan pada SPSS versi 23
dalam tabel di atas diperoleh
nilai sig. sebesar 0.000, nilai
tersebut lebih kecil dari 0.05.
Sehingga hipotesis Ho ditolak
dan Ha diterima, jadi dapat
disimpulkan Pendapatan Asli

Daerah secara parsial
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berpengaruh signifikan terhadap

belanja modal.

. Pengujian hipotesis 2

Berdasarkan hasil
perhitungan pada SPSS versi 23
dalam tabel di atas diperoleh
nilai sig. sebesar 0.000, nilai
tersebut lebih kecil dari 0.05.
Sehingga hipotesis Ho ditolak
dan Ha. diterima, jadi dapat
disimpulkan  Dana  Alokasi
Umum secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap
belanja modal.

c.Pengujian hipotesis 3

Berdasarkan hasil
perhitungan pada SPSS versi 23
dalam tabel di atas diperoleh
nilai sig. sebesar 0.000, nilai
tersebut lebih kecil dari 0.05.
Sehingga hipotesis Ho ditolak
dan Ha diterima, jadi dapat
disimpulkan Dana Bagi Hasil
secara  parsial  berpengaruh
signifikan  terhadap  belanja
modal.

d. Pengujian Hipotesis 4

Berdasarkan hasil
perhitungan pada SPSS versi 23
dalam tabel di atas diperoleh
nilai sig. sebesar 0.000, nilai
tersebut lebih kecil dari 0.05.
Sehingga hipotesis Ho ditolak
dan Ha. diterima, jadi dapat

simki.unpkediri.ac.id
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disimpulkan Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran secara
parsial berpengaruh signifikan

terhadap belanja modal.

2. Uji F (Uji Simultan)

Berikut  pengujian  secara
simultan dengan menggunakan uji
F yang nilainya akan dibandingkan
dengan tingkat signifikansi sebesar
5%, akan ditunjukkan pada tabel
di bawah ini:

Hasil Uji F (Simultan)

Sum of
Model Squares | Df | F | Sig.

1 Regression | 7199834

Total 7460188

490,

b
858 .000

570780, 4
840
Residual 2603542
65155,1| 71
96

835936, 75
036

Berdasarkan hasil
perhitungan uji F di atas
menunjukkan nilai sig. sebesar
0.000. Nilai tersebut berada di
bawah nilai 0.05 sehingga hipotesis
yang diambil yaitu Ho ditolak dan
Ha diterima. Jadi dapat
disimpulkan bahwa variabel bebas
Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil,
dan Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran secara simultan
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berpengaruh signifikan terhadap
belanja modal.
E. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah dilakukan,
maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :

1. Berdasarkan  hasil  pengujian
secara  parsial  menunjukkan
bahwa PAD, DAU, DBH, dan
SiLPA berpengaruh signifikan
terhadap belanja modal di Jawa
Timur. Hal ini ditunjukkan dari
uji t dengan nilai signifikansi
setiap variabelnya sebesar 0,000
dimana nilai signifikansi < 0,05.

2. Berdasarkan  hasil  pengujian
secara simultan menunjukkan
bahwa PAD, DAU, DBH, dan
SiLPA berpengaruh signifikan
terhadap belanja modal di Jawa
Timur. Hal ini ditunjukkan dari
uji F dengan nilai signifikansi
sebesar 0,000 dimana nilai
signifikansi < 0,05.
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